
 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR: 

04/HK.03.1/3672/2022 TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN 

INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON 

 

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 

bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sitem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekrerariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis 

Penyelengaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; bahwa untuk mendukung 

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi 

Pemilihan Umum Kota Cilegon; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Satuan Tugas 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan 

Umum Kota Cilegon. 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Cilegon ini adalah : 

 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400);  

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614);  

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 



Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);  

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam 

rangka Pelaksanaan Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) 

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam 

rangka Pelaksanaan Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736); 

 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat 

KPU Provinsi  dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kejra 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 

 

 
Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 

: 04/HK.03.1/Kpt/3672/2021 Tentang Satuan Tugas Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota 

Cilegon 

 

Catatan   :Keputusan KPU Kota Cilegon ini berlaku sejak ditetapkan 

tanggal 02 Juni 2022 


